ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi
manusia (HAM) yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) tercermin dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan
sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia (HAM). Dalam setiap
penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa), sering sekali
dihadapkan pada kewajiban dua kepentingan korban yang harus dilindungi untuk
memulihkan penderitaanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental,
fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia
bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh
dilanggar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai
literatur, dan peraturan perundang-undangan, dihubungkan dengan pendekatan
kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat
membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus salah tangkap terhadap Sdr. Mintoro
terjadi setelah penyidik melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba dengan
barang bukti berupa ratusan ribu obat-obatan terlarang dan korban mendapatkan
perlindungan hukum. Perlindungan tersebut beerupa pemberian hak menuntut ganti
kerugian. Ganti rugi diajukan dengan mekanisme pemeriksaan praperadilan. Ada dua
macam kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Sdr. Mintoro
korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik yaitu kendala yuridis dan kendala
sosial. Kendala yuridis memuat halangan-halangan yang berkaitan dengan ketentuan
hukum, termaksud didalamnya kekurang jelasan aturan hukum dan tidak lengkapnya
aturan hukum, sendangkan kendala sosial memuat halangan-halangan yang terjadi
dalam penerapan hukum di masyarakat. Bentuk perlidungan hukum terhadap korban
salah tangkap, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara
Indonesia telah mengatur secara tegas bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap
korban salah tangkap diantaranya : Melalui Praperadilan, Tuntutan Ganti Rugi,
Tuntutan Rehabilitas.
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